
 

 

 

BUPATI SUKOHARJO 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 

NOMOR 1 TAHUN 2015 
 

TENTANG  

PERUBAHAN  ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUKOHARJO, 

 

Menimbang :     a. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 
188.34/7817/SJ perihal Klarifikasi Peraturan Daerah, 
terdapat ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air 
Tanah yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, sehingga Peraturan Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Air Tanah perlu diubah;  

 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah; 
 

Mengingat :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya 
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4377); 

5. Undang-Undang Nomor  26  Tahun   2007  tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
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7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5059); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983  tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983  tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5145); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20  Tahun 2006  tentang 
Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4624); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air 
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4859); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin 
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5285); 

19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan 
Perundang-undangan; 

20. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan 
Nasional Pengelolaan Sumberdaya Air;  

21. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang 
Penetapan Cekungan Air Tanah; 

22. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 
2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengelolaan 
Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa 
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2003 Nomor 132); 

23. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 
2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Propinsi 
Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah 
Tahun 2003 Nomor 134); 

24. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 
2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah 
Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa 
Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 
2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 41); 
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25. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 
2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Propinsi 
Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7); 

26. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 
2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran 
Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E 
Nomor 2); 

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 
2010 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 28); 

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 
2011 tentang Pengelolaan Air Tanah Di Provinsi Jawa 
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 34); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo 
Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pedoman Pengusulan, 
Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 
sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Sukoharjo Tahun 1987 Nomor 6 Seri D Nomor 3); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 
1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Nomor 155); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 
2010 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 175); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14,  Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor  17 Tahun 
2011 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 2,  Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 194); 
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35. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor  6 Tahun 
2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 207); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  

 dan 

BUPATI SUKOHARJO 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  :   PERATURAN    DAERAH    TENTANG    PERUBAHAN     ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 17   
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH. 
 

 

Pasal  I 

Ketentuan ayat (4) Pasal 65 dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 194) diubah sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

                                     Pasal 65 
  

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21, Pasal 27, 
Pasal 30 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 34 ayat (4), 
Pasal 38, dan Pasal 62 dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling 
banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah pelanggaran.  

(3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) baik berupa tindak kejahatan dan/atau tindakan 
yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, 
orang pribadi, badan atau pihak lain, atau 
mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup diancam 
hukuman pidana sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(4) Denda pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) merupakan penerimaan Negara dan disetorkan ke 
Kas Negara. 
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Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo. 

 

            Ditetapkan di Sukoharjo 

            pada tanggal 27 Februari 2015 
 
            BUPATI SUKOHARJO, 
 

                                               ttd 
            

                                                     WARDOYO WIJAYA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, PROVINSI JAWA 

TENGAH : (1/2015). 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

BUDI SUSETYO, SH, MH 

Penata Tingkat I 

NIP. 19730705 199203 1 004 

 

Diundangkan di Sukoharjo 

pada tanggal  27 Februari 2015 

 

       SEKRETARIS DAERAH 

    KABUPATEN SUKOHARJO, 

 

                       ttd 

 

          AGUS SANTOSA 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 

TAHUN 2015 NOMOR 1 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 

NOMOR 1 TAHUN 2015   

TENTANG 

PERUBAHAN  ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 

17 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH  

 
I. UMUM. 
 

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah menetapkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 

Air Tanah, namun demikian setelah dilakukan klarifikasi oleh Pemerintah, 

dalam Pasal 65 ayat (4)  Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Air Tanah bertentangan dengan Pasal 10 ayat (3) huruf d 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

yang telah dicabut dan diganti dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 

178 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

Sehubungan hal tersebut maka perlu untuk melakukan perubahan 
atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2011 
tentang Pengelolaan Air Tanah. 

 
 

II. PASAL DEMI PASAL. 
 
  Pasal I 
           Cukup jelas 

   
  Pasal II 
      Cukup jelas 
 

 
 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 217 
 

 
 


